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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Proyek perubahan ini merupakan harapan terwujudnya personel Polri yang 

Presisi melalui peningkatan pengawasan oleh Bidpropam Polda Bali guna memastikan 

bahwa pelaksanaan tugas telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan 

prosedural sehingga penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dapat 

dicegah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.  

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bali bertugas membina dan 

melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban dan 

pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda Bali termasuk pelayanan pengaduan 

masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan oleh anggota Polri 

serta melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Salah satu upaya atau strategi yang telah dilakukan oleh Bidpropam Polda Bali dalam 

mencegah atau meminimalisir adanya penyimpangan atau pelanggaran disiplin 

maupun etika Polri serta komplin dari masyarakat melalui strategi atau terobosan yang 

dilaksanakan oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali dengan program Sistem 

Mediasi Masalah untuk menekan jumlah pelanggaran dengan melakukan mediasi 

antara masyarakat dengan anggota Polri yang mendapat komplin dan terhadap 

anggota Polri yang pernah melakukan pelanggaran juga telah dilakukan pembinaan 

oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali guna memulihkan atau merehabilitasi 

profesi dalam rangka pembinaan karier ke depannya sehingga diharapkan anggota 

Polri tersebut dapat meningkatkan disiplin dan etos kerjanya yang berdampak pada 

terwujudnya Polri yang Presisi.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam proyek perubahan ini telah dilakukan 

penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah dan 

Rehabilitasi Profesi sebagai acuan dalam pelaksanaannya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap anggota Polri. 

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam tahapan jangka pendek yang difokuskan 

pada pemantapan dukungan stakeholder terkait, melalui komunikasi dan kolaborasi 

baik internal maupun eksternal, pembentukan tim efektif, penyusunan standar 

operasional prosedur, dan pemantapan sarana pendukung baik SDM, Sarana 

prasarana maupun anggaran. 
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Dalam pelaksanaan proyek perubahan pada tahapan jangka menengah dan 

jangka Panjang ini perlu dijaga momentum kelanjutannya, dimonitor dan dievaluasi 

serta proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Polri 

khususnya Polda Bali dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui 

program peningkatan pengawasan salah satunya kegiatan tersebut guna 

meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dan pembinaan karier bagi 

anggota Polri sehingga dapat bekerja dengan profesional, proporsional dan 

prosedural.  

Proyek perubahan ini diharapkan sebagai solusi dalam peningkatan pengawasan 

kepada personil polri, sehingga  Etos kerja dan disiplin anggota polri semakin baik 

dengan terwujudnya polri yang Presisi maka kepercayaan masyarakat terhadap polri 

akan semakin meningkat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Proyek perubahan ini difokuskan pada peningkatan pengawasan oleh Bidang 

Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bali yang bertugas melaksanakan 

pengamanan internal, penegakan ketertiban dan disiplin, serta 

pertanggungjawaban profesi dilingkungan Polda Bali termasuk pelayanan 

pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan 

anggota Polri serta melaksanakan rehabilitasi personil guna mengembalikan hak 

anggota Polri yang sebelumnya menjalani sangsi hukuman dari pelanggaran 

disiplin atau kode etik profesi ke keadaan semula, setelah mendapat surat putusan 

bebas atau selesai menjalani hukuman. Sesuai dengan Peraturan Kapala Divisi 

Profesi dan Pengamanan Polri nomor 1 tahun 2017 Subagrehabpers mempunyai 

kewajiban untuk melakukan rehabilitasi personil melalui pemulihan profesi yang 

tentu dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholder baik internal maupun 

eksternal. 

 

  Agar pelaksanaan penyelesaian permasalahan dengan mediasi dan 

pembinaan pemulihan profesi bagi anggota Polri yang telah menjalani hukuman 

dan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal maka hal tersebut sangat 

perlu dilakukan dengan berbagai strategi untuk mempermudah dan mempercepat 

pelaksanaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan peningkatan 

pengawasan melalui penyelesaian permasalahan dengan mediasi dan rehabilitasi 

profesi bagi anggota Polri tentunya akan meminimalisir pelanggaran yang 

dilakukan oleh anggota Polri di Polda Bali 

  

1. Gambaran umum 

Program prioritas Kapolri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan 

transparansi berkeadilan yang bertujuan untuk menata kelembagaan, perubahan 

sistem dan metode organisasi, menjadikan sumber daya manusia (SDM) Polri 

yang unggul diera revolusi industri 4.0, perubahan teknologi kepolisian yang  

modern, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, pemulihan 
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ekonomi nasional, peningkatan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, serta penguatan fungsi 

pengawasan merupakan upaya Polri dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. Pencapaian dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi 

oleh perilaku dan kinerja dari personel guna mendukung organisasi Polri sebagai 

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara keamanan serta 

ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum.  
 

Untuk memastikan personel Polri melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggungjawabnya secara profesional, proporsional dan prosedural dan 

mengikuti peraturan serta perundang-undangan yang berlaku diperlukan 

pengawasan secara terus menerus baik oleh atasan langsung maupun oleh 

fungsi pengawasan internal Polri, salah satu pengemban fungsi Pengawasan 

ditingkat Polda adalah Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bali yang 

melaksanakan tugas pembinaan  dan menyelenggarakan  fungsi  profesi dan 

pengamanan antara lain penegakan disiplin dan ketertiban diingkungan Polda 

Bali, pelayanan pengaduan masyarakat, Kode etik profesi Polri serta 

melaksanakan rehabilitasi terhadap Pegawai Negeri pada Polri. Rehabilitasi yang 

dimaksudkan disini adalah pengembalian hak anggota Polri yang sebelumnya 

tersangkut pelanggaran disiplin, kode etik profesi maupun pidana ke keadaan 

semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman, 

dimana fungsi ini diemban oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali dengan 

kegiatan melakukan pembinaan pemulihan profesi bagi anggota yang telah 

menjalani hukuman dan pengawasan atas pelanggaran yang telah mereka 

lakukan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidpropam Polda Bali dipimpin oleh seorang 

Kabidpropam yang dibantu oleh 3 orang Kasubbid dan 3 orang Kasubbag beserta 

anggotanya. Adapun struktur organisasi Bidpropam Polda Bali dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Struktur Organisasi Bidpropam Polda Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dan terkait komposisi jumlah personel pada Bidpropam Polda Bali dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 

Daftar Susunan Personel Bidpropam Polda Bali 
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2.  Kondisi saat ini  

Masih adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana yang 

dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

proses penegakan disiplin maupun kode etik profesi Polri sesuai ketentuan 

selanjutnya terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan telah 

dijatuhi hukuman kemudian menjalani hukuman serta telah melalui masa 

pengawasan sesuai ketentuan  serta telah mendapatkan putusan atau selesai 

menjalani hukuman harus dilakukan rehabilitasi untuk pengembalian haknya 

seperti semula, dimana penyelenggara rehabilitasi personel pada Bidpropam 

Polda Bali diemban oleh Subbagrehabpers dalam bentuk kegiatan pembinaan 

pemulihan profesi. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi personel, dari sisi 

anggaran, Subbagrehabpers tidak memiliki mata anggaran tersendiri untuk 

menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi khususnya pada kegiatan pembinaan 

pemulihan profesi anggota Polri yang dalam 1 (satu) tahun harus melakukan 

pembinaan pemulihan profesi terhadap 80 (delapan puluh) orang personel, begitu 

juga sarana prasarana yang masih terbatas seperti laptop yang ada hanya 2 (dua) 

unit laptop, 2 (dua) unit printer dengan kondisi rusak berat dan tidak memiliki 

akses jaringan internet untuk pembuatan laporan melalui aplikasi online.  
 

Adapun jumlah pelanggaran baik disiplin dan kode etik profesi Polri yang 

dilakukan oleh anggota Polri Polda Bali dan pelaksanaan rehabilitasi yang telah 

dilaksanakan oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali dari Tahun 2022 s.d. 

Juli 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel B.1 
 

Data Jumlah Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Personel Polda Bali 

 
No Jenis Pelanggaran Jumlah Pelanggaran 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

Smt I Smt II Smt I Smt II Smt I 

1 Disiplin 37 22 28 10 14 

2 Kode Etik Profesi 6 9 8 16 15 

3 Pidana 1 - - - 1 

 Jumlah 44 31 36 26 29 
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Tabel B.2 
 

Data Rehabilitasi Personel Polda Bali 
 

 

No Jenis Rehabilitasi Jumlah Personel Yang Telah Direhabilitasi 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

Smt I Smt II Smt I SMT II Smt I 

1 Surat Keterangan Tidak 
Terbukti (SKTT) 

5 29 1 3 6 

2 Surat Keterangan Tidak 
Bersalah (SKTB) 

3 6 5 - 2 

3 Rekomendasi Penilaian 
Status (RPS) 

47 20 29 8 2 

4 Rehabilitasi Personel Dan 
Pemulihan Hak (RPPH) 

17 6 8 12 14 

JUMLAH 72 59 38 23 24 

 

Terkait dengan sistem medisasi masalah dilaksanakan setiap ada permasalahan 

yang dilakukan atau adanya laporan dari masyarakat dan untuk pembinaan 

pemulihan profesi saat ini dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali tergantung dari 

jumlah personel yang selesai menjalani hukuman dan masa pengawasan dengan 

agenda kegiatan pemberian materi psikologi, perawatan personel, pembinaan 

karier, tes kesehatan jiwa, penegakan disiplin, penegakan etika profesi, 

rehabilitasi dan pencatatan personel yang disampaikan oleh pemateri dari satker 

external sesuai bidang tugasnya masing-masing.   

Namun pelaksanaan pembinaan pemulihan profesi personel tersebut tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan sarana dan prasarana 

serta tidak adanya dukungan anggaran. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, 

terbatas pada binlihprof terhadap personel yang masih dalam pengawasan dan 

mendekati berakhirnya masa pengawasan, Yang sesuai petunjuk arahan dari 

Divpropam Polri kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi anggota Polri 

dilakukan melalui 4 jenis kegiatan antara lain: 
 

1. Binlihprof (pembinaan pemulihan profesi) tumpang rawat yaitu binlihprof yang  

dilaksanakan terhadap personel yang ditumpangrawatkan  pada salah satu 

satker di Polda jajaran  dalam rangka pemeriksaan, evaluasi jabatan dan 

menjalani putusan dengan waktu pelaksanaan setiap minggu satu kali. 
 

2. Binlihprof atas sanksi putusan sidang KKEP  yaitu  binlihprof yang dilaksanakan 

terhadap personel yang menerima sanksi putusan berupa kewajiban 

pelanggar  untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, 
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keagamaan dan pengetahuan profesi  dengan waktu  pelaksanaan  sekurang-

kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan. 
 

3. Binlihprof dalam masa pengawasan dilaksanakan terhadap personel yang 

selesai menjalani masa hukuman namun masih dalam masa pengawasan  

sebelum  diterbitkan administrasi  rehabilitasinya dengan waktu pelaksanaan  

minimal 2 (dua) hari. 
 

4. Binlihprof khusus dilaksanakan terhadap personel dalam proses pemeriksaan, 

masa pengawasan, sedang menjalani putusan (bukan putusan rekom PTDH), 

belum terbit administrasi rehabilitasinya, karena melakukan pelanggaran  yang 

meresahkan dan menjadi  atensi pimpinan berdasarkan  hasil anev jumlah dan 

jenis pelanggaran anggota contoh penyalahgunaan narkoba, dengan waktu  

pelaksanaan sesuai kebutuhan minimal satu bulan dengan tempat kegiatan 

khusus. 

 

 Adapun mekanisme pembinaan pemulihan profesi Polri yang dilaksanakan 

pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali, terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2  
 

Mekanisme Sistem Mediasi Masalah oleh Subbagyanduan pada Sentra 
Pelayanan Pengaduan Bidpropam Polda Bali  
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Gambar 3 

Mekanisme Pelayanan Rehabilitasi Personel  
oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kondisi yang diharapkan  

 

Berangkat dari kondisi saat ini yang menjadi permasalahan dan kendala dalam 

penerapan system mediasi masalah dan rehabilitasi personil, Kabidpropam Polda 

Bali berhasil menyusun strategi sebagai upaya untuk memenuhi dan 

meningkatkan penerapan system mediasi masalah dan rehabilitasi personil. 

Adapun strategi dan upaya tersebut dalam jangka pendek adalah terjalinnya 

koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka membangun 

kerjasama guna menyusun indikator-indikator permasalahan menjadi draft 

perencanaan baik itu kebutuhan anggaran, sarana prasarana maupun metode 

yang digunakan serta didukung jaringan digital yang memadai. Pada tahap akhir 

rancangan proyek perubahan ini mengimplementasikan rumusan strategi dalam 

tiga tahapan : 
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Jangka Pendek 
( Okt – Des 2024 ) 

Jangka Sedang 
( Jan – Juni 2025 ) 

Jangka Panjang 
( Juli  – Juli 2026 ) 

 

• Terbentuknya     tim 

pelaksana 

• Terjalinnya    

kerjasama dan 

kolaborasi dgn seluruh 

stakeholder 

• Tersusunnya rencana 

kerja 

• Tersusunnya SOP 

pemulihan profesi 

• Tersusunya SOP 

sistem mediasi 

permasalahan 

 

• Terpenuhinya 

kebutuhan anggaran 

dan sarpras 

•  Personil yang 

mengawaki telah 

mengikuti pelatihan 

dan dikbangspes 

• Terlaksananya giat 

Rehabpers 

• Terlaksananya mediasi 

masalah 

• Personil yang 

mengawaki sistem 

mediasi masalah 

tersebut mampu 

menjalankan sesuai 

dengan SOP. 

 

• Pers yg mumpuni di 

bidangnya & 

berkompeten dalam 

pelayanan 

• Semakin minim 

pelanggaran oleh 

personel Polda Bali 

• Tingkat kepuasan 

Masyarakat 

terhadap system 

mediasi masalah 

yang diterapkan 

semakin terlayani. 

• Tingkat 

kepercayaan publik 

terhadap anggota 

Polri secara umum 

semakin meningkat. 

 

 

Dengan terimplementasikannya 3 bentuk tahapan diatas maka beberapa 

manfaat bagi Bidpropam Polda Bali adalah sebagai berikut: 

1. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperjelas 

standar kerja personil. 

2.  Seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas terpenuhi. 

3.  Semua personil sudah mempunyai kompetensi yang mumpuni. 

4. Rencana kerja subagyanduan dan subagrehabpers BidPropam menjadi jelas 

dan terarah. 
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Untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan dan dapat memberi manfaat 

yang lebih luas, perlu disusun strategi serta tahapan untuk mencapai bentuk 

ideal tersebut melalui 3 tahapan sebagai berikut 

 

a. Tahapan Jangka pendek. 

Dalam jangka pendek akan dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1.  Membangun tim pelaksana yang efektif 

- Koordinasi dengan mentor 

- Pembentukan tim kerja 

- Mengidentifikasi kebutuhan 

- Terbitnya surat perintah tugas 

- Mengajukan kebutuhan sarana prasaran, anggaran dan personil 

2.  Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder 

- Koordinasi dengan stakeholder internal Bidpropam 

- Koordinasi dengan stakeholder external Bidpropam 

- Kolaborasi dan koordinasi antar instansi terkait melalui FGD 
 

3.  Menyusun rencana kerja  

- Menyusun rencana kegiatan 

- Membagi personil yang terlibat dalam bentuk tim efektif 
 

4.  Menyusun Standar Operasional Prosedur 

- Menyusun SOP 

- Mengevaluasi SOP 

 

b. Tahapan Jangka Menengah : 

Sementara dalam jangka menengah selain dilakukan evaluasi dan 

penyempurnaan program jangka pendek akan dilanjutkan dengan aksi kegiatan 

yaitu :  

1. Mengoptimalkan tim pelaksana 

- Koordinasi dengan mentor 

- Membimbing tim efektif 

- Menyerap anggaran sesuai kebutuhan 
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- mengevaluasi kerja tim 
 

2.  Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi dan pemulihan profesi 

 - Koordinasi dengan stakeholder internal BidPropam 

 - Koordinasi dengan stakeholder external BidPropam 

 - Kolaborasi dan Koordinasi melalui FGD 
 

 

 

 

3.  Mengevaluasi Rencana kerja  

- Notulesi evaluasi 

- Mengawasi pelaksanaan proyek perubahan 
 

4.  Mengevaluasi SOP 

     - Notulensi SOP 

    - Mengawasi pelaksanaan sesuai SOP 

 

c. Tahapan Jangka Panjang : 

Jika jangka menengah telah dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan maka akan dilanjutkan dengan beberapa aksi kegiatan dalam jangka 

panjang yaitu : 

1. Personil yang mumpuni dan kompeten dalam tugas 

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan personil 

- Mengevaluasi kinerja personil 

2. Mendata pengaduan dan pelanggaran  

- Mengevaluasi semua kegiatan penguatan pengawasan 

- Melaksanakan supervisi  

 

4. Isu Strategis 

Isu strategis dalam rancangan proyek perubahan ini adalah belum optimalnya 

pelaksanaan tugas penyelesaian permasalahan anggota dan kegiatan 

pemulihan profesi yang dilaksanakan oleh Subagyanduan dan Subagrehabpers 

Bidpropam Polda Bali. 
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5. Alat Analisis 

Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan alat analisis (Tools of 

Analysis) SOAR analisis (Strenght, Opportunities, Aspirations, Result), dari 

hasil identifikasi faktor yang paling utama dalam strategi subagyanduan dan 

subagrehabpers melalui mediasi masalah serta pemulihan profesi dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

Strenght : Program prioritas Kapolri  dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Opportunities : Adanya tuntutan dan harapan  masyarakat agar Polri lebih 

profesional dalam melaksanakan tugas. 

Aspirations : Kegiatan mediasi penyelesaian permasalahan dan pembinaan 

yang menyenangkan dan personil yang mengikuti kegiatan pemulihan profesi 

tidak rendah diri, meningkatnya etos kerja anggota setelah selesai 

permasalahannya dan mengikuti kegiatan pemulihan profesi. 

Result : Meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, 

pembinaan karier anggota dapat berjalan sebagaimana mestinya dan citra 

Polri yang semakin membaik. 

 

6.  Solusi  

Polisi yang presisi menjadi sebuah keharusan untuk menjawab semua 

keinginan dan harapan dari masyarakat, sesuai dengan Peraturan Kapolri 

nomor 1 tahun 2017 subbagrehabpers mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pemulihan profesi bagi anggota Polri yang telah menjalani 

hukuman dan masa pengawasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya 

serta kembali menjalankan perintah tugas seperti biasa serta perkadiv nomor 

4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian dengan perdamaian 

pelanggaran anggota. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dan 

koordinasi dengan fungsi terkait, sehingga menghasilkan kebijakan yang 

berkualitas dan akurat. Kolaborasi memerlukan strategi yang sinergis untuk 

mencapai hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan 
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B.  Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif 

 

1.  Tujuan 

Tujuan utama gagasan Proyek perubahan ini adalah untuk dapat 

memaksimalkan pengawasan terhadap personel guna meminimalisir 

pelanggaran yang dilakukan melalui mediasi dan pemulihan profesi untuk 

mewujudkan personil Polri yang Presisi yang dilakukan melalui 3 ( tiga ) tahapan 

tujuan yaitu : 

 

a. Tujuan Jangka Pendek  

Tujuan jangka pendek yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 ( tiga )  bulan 

sejak melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tahun 2024 yaitu 

mulai bulan Oktober s.d. Desember 2024 adalah terbentuknya tim 

pelaksana dan terjalinnya koordinasi serta kolaborasi dengan 

stakeholder dengan sasaran yaitu: 

-  Tersusunnya tim pelaksana 

-  Terjalin kerjasama dan kolaborasi dgn seluruh stakeholder 

-  Tersusunnya rencana kerja 

-  Tersusunnya SOP 
 

b. Tujuan Jangka Menengah 

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai dalam waktu 6 ( enam ) bulan  

Januari s.d. Juni 2025 adalah terpenuhinya kebutuhan personil dan 

tersusunnya draf Rencana Kerja dan Standar Opersional Prosedur ( 

SOP ) dengan sasarannya yaitu : 

-  Evaluasi tim efektif 

-  Evaluasi dengan seluruh stakeholder 

-  Terlaksananya sistem mediasi masalah  

-  Terlaksananya pemulihan profesi 
 

c. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan jangka Panjang yang akan dicapai dalam waktu 1 ( satu ) tahun Juli 

2025 s.d. Juli 2026  adalah terimplementasinya Rencana Kerja kegiatan 

pemulihan profesi secara berkelanjutan dengan sasaran yaitu : 
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- Personil yang mumpuni dan berkompeten 

- Tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota  

 

 

2.  Manfaat 

Penerima manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari pihak eksternal 

maupun internal. 

 

Adapun manfaat Proyek Perubahan ini antara lain: 

a. Mencegah adanya pelanggaran anggota Polri dilingkungan Polda Bali 

b. Memudahkan pengawasan terhadap anggota Polri  

c. Meningkatkan public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap Polri; 

 

C.  Output dan Outcome 

 

1. Output  

 Output dari proyek perubahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan personel, 

anggaran dan penambahan sarana prasarana, Standar Operasional Prosedur, 

Rencana Kerja sesuai tahapan pada jangka pendek, sedang dan jangka 

panjang. 

 

2.  Outcome  

Outcome dari proyek perubahan ini adalah personil yang memiliki kompetensi 

dan berintegritas serta tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 

Polri yang mewujudkan Polri yang Presisi. 

 

D.   Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di Polda Bali 

mencakup beberapa tugas dan fungsi utama yang berkaitan dengan 

pengawasan, penegakan disiplin, serta kode etik profesi bagi anggota kepolisian 

di wilayah hukum Polda Bali. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama 

Bidpropam Polda Bali: 

1. Pengawasan Disiplin: Mengawasi kedisiplinan anggota kepolisian di wilayah 

Polda Bali. Hal ini meliputi pelanggaran disiplin seperti ketidakhadiran, 
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pelanggaran jam kerja, hingga pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 

di internal kepolisian. 

2. Penegakan Kode Etik Profesi: Memproses dan menindaklanjuti pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi. Jika ditemukan pelanggaran 

kode etik, Bidpropam memiliki kewenangan untuk melakukan sidang kode etik 

dan memberikan sanksi yang sesuai. 

3. Pengamanan Internal: Bertanggung jawab atas keamanan internal 

kepolisian, termasuk melindungi organisasi kepolisian dari ancaman internal 

yang dapat merusak citra dan integritas institusi. 

4. Penyelidikan Pelanggaran: Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 

terhadap laporan pelanggaran disiplin atau kode etik yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian. Bidpropam juga bekerja sama dengan instansi lain dalam 

proses investigasi ini, jika diperlukan. 

5. Pembinaan Anggota: Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada 

anggota kepolisian agar tetap menjaga disiplin dan integritas, serta 

menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. 

6. Pengaduan Masyarakat: Bidpropam juga menangani pengaduan dari 

masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. 

Pengaduan ini akan diproses dan diinvestigasi untuk memastikan bahwa 

tindakan kepolisian tetap sesuai dengan hukum dan etika. 

Ruang lingkup ini penting untuk memastikan bahwa anggota kepolisian di Bali 

menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar hukum, etika, 

dan moral yang berlaku. 
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BAB II 

ANALISA MASALAH  

 

A.   Visi dan Misi Bidang Propam. 

 

1. Visi Bidpropam 

Terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan 

tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban 

profesi sehingga meminimalisir penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh 

anggota / PNS Polri. 

 

2.  Misi Bidpropam Polda Bali  

 a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap laporan / pengaduan 

masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota Polri / PNS 

Polri; 

 b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal meliputi; Pengamanan 

Personel, Materiil, kegiatan dan bahan keterangan dilingkungan Polri 

termasuk penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran atau 

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas anggota / PNS Polri; 

 c Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan 

menyelesaikan penanganan perkara personel Polri yang bermasalah 

sehingga mendapat kepastian hukum dan keadilan. 

 

3.  Dalam melaksanakan tugas, Bidpropam menyelenggarakan fungsi: 
 

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan 

manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta 

pengelolaan keuangan;  
 

b.   perumusan  kebijakan  Kapolda  dalam  bidang  pembinaan pengamanan 

internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di 

lingkungan Polda; 
 

c.   pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, 

kegiatan, dan bahan keterangan; 
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d.    pembinaan  dan  penegakan disiplin  dan/atau  kode etik profesi Polri; 
 

e. pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan 

pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap 

proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal; 

f.   pelayanan penerimaan  laporan  atau  pengaduan  warga    masyarakat 

mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; 

g.    pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan 

pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan 

Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h.    pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan 

dokumentasi kegiatan Bidpropam. 

 

B.    Analisa Masalah 

Tahapan yang dicapai dalam proyek perubahan ini berupa 3 (tiga) tahapan yaitu 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing tahap 

disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dengan waktu yang 

disesuaikan dengan kegiatan rutin sehari hari. Dalam setiap tahapan ditentukan 

target output yang akan dicapai dengan menyajikan informasi tahapannya sebagai 

berikut : 

 

1. Jenis kegiatan pada setiap tahapan. 

2. Pelaksana kegiatan pada setiap tahapan. 

3. Target waktu dan periode penyelesaian. 

4. Output yang dihasilkan. 
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Tahapan proyek perubahan, milestone dan output kunci sebagai berikut: 

 

1.  Milestone jangka pendek 

 

 
 

2.  Milestone jangka menengah  
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3.  Milestone jangka panjang  

 

 
 

 

No Kondisi sebelum Proper Kondisi yang diharapkan 

1. ▪ Masih  adanya  pelanggaran  
disiplin,  kode  etik profesi 
dan  pidana yang dilakukan 
oleh  PNPP Polda Bali 

 

▪ Menurunnya angka 
pelanggaran disiplin, etika 
profesi maupun pidana yang 
dilakukan oleh PNPP Polda 
Bali guna mewujudkan Polri 
yang Presisi. 

2. ▪ Belum maksimalnya 
pelaksanaan Sistem Mediasi 
Masalah & Pemulihan Profesi  
 

▪ Terlaksananya kegiatan 
Sistem Mediasi Masalah & 
Rehabilitasi Profesi Secara 
Maksimal 
 

3. ▪ Kompetensi personel,  
anggaran & sarana prasarana 
masih terbatas 
 

▪ Personil Polri yang 
berkompeten dibidangnya 
serta tercukupinya anggaran 
& sarana prasarana 
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BAB III 

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 

 

A. Terobosan Inovasi  

Beberapa terobosan inovatif dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah di 

bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali untuk meningkatkan 

kinerja, transparansi, dan kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa ide yang 

mungkin relevan: 

1. Penggunaan Teknologi Digital untuk Pengawasan 

• Pelaporan Online: Laporan secara online melalui Aplikasi WA yang 

memudahkan masyarakat maupun anggota kepolisian untuk melaporkan 

pelanggaran atau perilaku tidak etis secara langsung dan cepat. Hal ini 

merupakan komunikasi digital dan memudahkan proses pelaporan. 

2. Layanan Konsultasi Psikologis dan Dukungan Internal 

• Program Konseling Psikologis: Menyediakan layanan konseling bagi 

anggota kepolisian yang mengalami tekanan mental atau stres dalam 

menjalankan tugas. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental personil 

dan mencegah tindakan yang tidak etis akibat beban pekerjaan. 

• Penegakan Disiplin dengan Pendekatan Humanis: Menerapkan 

pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran internal, 

dengan tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga pada rehabilitasi dan 

pembinaan personil. 

 

B.   Pentahapan Dan Kegiatan 

 

Dalam mengimplementasikan 3 (tiga) bentuk tahapan diatas maka disusun 

strategi untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan dan dapat memberi 

manfaat yang lebih luas melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut : 
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1.  Jangka Pendek. 

Dalam jangka pendek dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1.  Membangun tim pelaksana yang efektif 

- Berkoordinasi dengan mentor 

- Membentukan tim kerja 

- Mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana pendukung 

- Terbitnya surat perintah tugas untuk tim efektif 

- Mengajukan kebutuhan sarana prasara, anggaran dan personil 

2.  Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder 

- Berkoordinasi dengan stakeholder internal Bidpropam 

- Berkoordinasi dengan stakeholder external Bidpropam 

- Berkolaborasi dan berkoordinasi antar instansi melalui FGD 
 

3.  Menyusun rencana kerja  

- Menyusun rencana kegiatan 

- Membagi tugas personil yang terlibat dalam tim efektif 
 

4.  Menyusun Standar Operasional Prosedur 

- Menyusun SOP 

- Mengevaluasi SOP 

 

2.  Jangka Menengah : 

Sementara dalam jangka menengah selain dilakukan evaluasi dan 

penyempurnaan program jangka pendek akan dilanjutkan dengan aksi kegiatan 

yaitu :  

1.  Mengoptimalkan tim pelaksana 

- Koordinasi dengan mentor 

- Membimbing tim efektif 

- Menyerap anggaran sesuai kebutuhan 

- mengevaluasi kerja tim 
 

2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi dan pemulihan 

profesi 

 - Koordinasi dengan stakeholder internal BidPropam 
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 - Koordinasi dengan stakeholder external BidPropam 

 - Kolaborasi dan Koordinasi melalui FGD 
 

3. Mengevaluasi Rencana kerja  

- Notulesi evaluasi 

- Mengawasi pelaksanaan proyek perubahan 
 

4. Mengevaluasi SOP 

  - Notulensi SOP 

    - Mengawasi pelaksanaan sesuai SOP 

 

 

3.  Jangka Panjang : 

Jika jangka menengah telah dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan maka akan dilanjutkan dengan beberapa aksi kegiatan dalam jangka 

panjang yaitu : 

1.  Personil yang mumpuni dan kompeten dalam tugas 

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan personil 

- Mengevaluasi kinerja personil 

2.  Mendata pengaduan dan pelanggaran  

- Mengevaluasi semua kegiatan penguatan pengawasan 

- Melaksanakan supervisi  
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

 

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis 

 

Rangkaian kegiatan implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek 

selama 3 (dua) bulan penuh (bulan Oktober s.d. Desember 2022) dilaksanakan setelah 

seminar rancangan proyek perubahan. Dan telah berhasil menyelesaikan seluruh 

tahapan (milestone) yang telah ditetapkan pada saat seminar rancangan proyek 

perubahan bersama coach, mentor, dan penguji. Keseluruhan capaian jangka pendek 

proyek perubahan disajikan  dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 8 
 

Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perubahan 

KEGIATAN 

UTAMA 

RENCANA REALISASI WAKTU PERAN BUKTI 

LAMPIRAN 

MILESTONE1 

Membangun 

Kolaborasi 

strategis 

Minggu I Meminta arahan mentor 1 okt 

2024 

Project 

leader 

Foto 

dokumentasi 

 Membuat nota dinas undangan 

rapat 

9 okt 

2024 

Project 

leader 

Nota Dinas 

Undangan 

Minggu II Meminta tanda tangan utk 

undangan rapat 

13 okt 

2024 

Project 

leader 

Nota Dinas 

Undangan 

Melaksanakan rapat 

pembentukan dengan tim 

efektif  

16 okt 

2024 

Project 

leader 

- Notulensi 

- Daftar hadir 

- Foto 

Dokumentasi 

Minggu III Membuat nota dinas undangan 

rapat 

21 okt 

2024 

Project 

leader 

Nota Dinas 

Undangan 

Meminta tanda tangan 

undangan rapat 

22 okt 

2024 

Project 

leader 

Nota Dinas 

Undangan 

Melaksanakan rapat 

penyusunan SOP dengan tim 

efektif 

22 okt 

2024 

Project 

leader 

- Notulensi 

- Daftar hadir 

- Foto Dokumen 
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KEGIATAN 

UTAMA 

RENCANA REALISASI WAKTU PERAN BUKTI 

LAMPIRAN 

MILESTONE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu IV 

Melaksanakan koordinasi 

dengan Kapolda Bali 

22 okt 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Melaksanakan Koordinasi 

dengan Irwasda Polda Bali 

23 okt 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Melaksanakan Koordinasi 

dengan Karo SDM Polda Bali 

24 okt 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Membuat nota dinas 

undangan rapat 

25 okt 

2024 

Project 

leader 

Nota Dinas 

Undangan 

Melaksanakan Koordinasi 

dengan Kabid kum Polda Bali 

28 okt 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Melaksanakan Koordinasi dgn 

Kabid Humas Polda Bali 

28 okt 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Melaksanakan rapat dengan 

tim efektif dan stakeholder 

sekaligus pemantapan SOP 

29 okt 

2024 

Project 

leader 

- Notulensi 

- Daftar hadir 

Naskah SOP 

Foto Dokumen 

Membangun 

Kolaborasi 

strategis 

Minggu I Melaksanakan koordinasi 

dengan Ketua DPD Media 

Organisasi Siber Indonesia 

Prov Bali 

4 Nov 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

 Membuat Surat Permohonan ke 

Kantor Ombudsman 

6 Nov 

2014 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Minggu II Melaksanakan koordinasi 

dengan Kepala Perwakilan 

OMBUDSMAN RI Prov Bali  

Dan POM TNI Kodam IX 

Udayana 

11 Nov  

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Membuat Nota dinas 

permohonan Konseling 

Psikologis 

12 Nov 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 

Membuat nota dinas undangan 

rapat 

14 Nov 

2024 

Project 

leader 

Nota Dinas 

Undangan 

 Minggu III Melaksanakan rapat dgn tim 

kerja efektif untuk 

mengevaluasi SOP 

18 Nov 

2024 

Project 

leader 

- Notulensi 

- Daftar hadir 

- Naskah SOP 

- Foto Dokumen 

  Sosialisasi Sistem Mediasi 

Masalah dan memasang 

banner di ruang pelayanan 

Bidpropam dan Polres jajaran 

19 Nov 

2024 

Project 

leader 

Foto 

Dokumentasi 
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Membangun 

Kolaborasi 

strategis 

Minggu III Membuat surat undangan 

pelaksanaan mediasi masalah 

oleh Subbagyanduan 

Bidpropam Polda Bali 

20 Nov 

2024 

Project 

leader 

Nota dinas 

undangan 

  Melaksanakan penerapan 

Sistem Mediasi Masalah  

dengan melibatkan mediator  

 

21 Nov 

2024 

Project 

leader 

- Notulensi 

- Daftar Hadir 

- Foto dokumen 

  Melaksanakan Konseling 

Psikologis dan Kejiwaan 

22 Nov 

2024 

Project 

leader 

- Nota Dinas 

- Foto Dokumen 

 

KEGIATAN 

UTAMA 

RENCANA REALISASI WAKTU PERAN BUKTI 

LAMPIRAN 

MILESTONE I 

 Minggu IV Melaksanakan pelaporan 

kepada Mentor Kabid Propam 

Polda Bali 

25 Nov 

2024 

Project 

leader 

Foto 

dokumentasi 

Melaksanakan koordinasi dan 

sinkronisasi dgn bidkum, 

Polres jajaran Polda Bali 

dalam rangka harmonisasi 

SOP Sistem Mediasi Masalah   

26 Nov 

2024 

Project 

leader 

Foto 

dokumentasi 

Melaksanakan Binlihprof 

terhadap personel Polda Bali 

27 Nov 

2024 

Project 

leader 

- Absen  

- Foto 

dokumentasi 

Melaporkan pelaksanaan 

proyek perubahan kepada 

Wakapolda Bali 

29 Nov 

2024 

Project 

leader 

Foto 

dokumentasi 

 Minggu V Melaksanakan persiapan dan 

bimbingan Seminar 

implementasi Proper 

1-2 Des 

2024 

Project 

leader 

Foto 

dokumentasi 

 

 

Dalam implementasi kegiatan proyek perubahan, pencapaian program jangka 

pendek dapat diuraikan  sebagai berikut: 

 

1.  Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan 

 

 Tahapan awal yang dilakukan adalah meminta arahan mentor terkait 

implementasi proyek perubahan selanjutnya  melakukan komunikasi dan koordinasi 

dalam rangka pembentukan tim kerja efektif proyek perubahan yang dilaksanakan 
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pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat Bidpropam Polda 

Bali dan melaksanakan pembagian tugas dengan mempertimbangkan  tugas pokok 

dan kemampuan anggota tim yang ditunjuk sehingga proyek perubahan ini dapat 

berjalan sesuai dengan rencana, disamping itu hasil koordinasi dan arahan dari mentor 

juga menjadi bahan masukan dalam persiapan pelaksanaan proyek perubahan. 

Tim efektif yang dibentuk guna mendukung proyek perubahan ini terdiri dari 

para Kasubbid, Kasubbag dan Staf Bidpropam Polda Bali yang  berkompeten di 

bidangnya sesuai obyek dari Proyek Perubahan ini yaitu Sistem Mediasi Masalah pada 

Subbagyanduan Bidpropam dan Pembinaan Pemulihan Profesi pada 

Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali. 

 

Gambar 5 

Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan 

 

 

Adapun output yang dihasilkan dari rapat koordinasi dan arahan mentor adalah 

terbitnya Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, 

tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan  sebagai Tim Kerja Efektif Proyek 

Perubahan beserta uraian tugas masing-masing.  
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2. Penyusunan draf SOP Sistem Mediasi Masalah pada Subbagyanduan 

Bidpropam dan SOP Pembinaan dan Rehabilitasi Profesi pada 

Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali 

 

Pada tahapan ini dilaksanakan rapat koordinasi dengan Tim kerja efektif  untuk 

membahas penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi 

masalah pada Sentra Pelayanan Propam yang diawaki oleh Subbagyanduan 

Bidpropam dan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan pemulihan 

profesi yang diawaki oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali dimana sesuai nota 

dinas undangan kepada anggota Tim Kerja Efektif jadwal  pelaksanaanya pada hari 

Rabu tanggal 16 Oktober 2024, namun karena sebagian dari anggota Tim berhalangan 

hadir oleh karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga rapat koordinasi 

diundur pelaksanaannya menjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2022 bertempat 

di ruang rapat Bidpropam Polda Bali dimana tujuan dari penyusunan draf SOP tersebut 

sebagai acuan  dalam pelaksanaan tugas baik itu saat melaksanakan mediasi masalah 

maupun pembinaan dan pemulihan profesi.  

 

Gambar 6 

Rapat koordinasi dengan Tim Kerja Efektif dalam penyusunan draf SOP 
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Adapun output yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini adalah tersusunnya draf 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi masalah pada Sentra Pelayanan 

Propam yang diawaki oleh Subbagyanduan Bidpropam dan draf Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Pembinaan dan pemulihan profesi yang diawaki oleh 

Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali. 

 

3. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Audiensi dengan Stakeholder baik 

internal maupun eksternal guna mendukung kelancaran pelaksanaan 

Proyek Perubahan. 

 Pada tahapan ini dilaksanakan koordinasi dan audiensi dengan beberapa 

stakeholder baik internal (Pejabat Utama Polda Bali) maupun dengan pihak eksternal 

Polri guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini yang dilaksanakan dalam 

beberapa waktu, yaitu: 

1. Pada tanggal 17 Oktober 2024 melaksanaan koordinasi dengan Kapolda Bali dan 

Wakapolda Bali memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan; 
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2.     Pada tanggal 23 Oktober 2024  melaksanaan    koordinasi dengan  Irwasda dan 

memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pada tanggal 24 Oktober 2024 melaksanaan koordinasi dengan Karo SDM dan 

memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan; 
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4. Pada tanggal 28 Oktober 2024 melaksanaan koordinasi dengan Kabid Hukum 

dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pada tanggal 29 Oktober 2024 melaksanaan koordinasi dengan Kabid Humas 

dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan; 
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6. Pada tanggal 30 November 2024  melaksanaan koordinasi dengan Kabid 

Propam Polda Bali dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pada tanggal 5 November 2024 melaksanaan koordinasi dengan Ketua DPD 

Media Organisasi Siber Indonesia Provinsi Bali dan memaparkan Proyek 

Perubahan yang dilaksanakan; 
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8. Pada tanggal 11 November 2024 melaksanaan koordinasi dengan Kepala 

Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Bali dan memaparkan Proyek Perubahan 

yang dilaksanakan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pada tanggal 13 November 2024 melaksanaan koordinasi dengan 

DANPOMDAM IX/UDAYANA Dan DANDENPOM IX/3 Denpasar dan 

memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan; 
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Adapun output yang dihasilkan dari pelaksanaan koordinasi dan audiensi ini 

adalah mendapatkan saran dan masukan terkait pelaksanaan proyek perubahan dan 

pernyataan dukungan dari stakeholder sehingga proyek perubahan ini dapat berjalan 

dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi institusi Polri khususnya Polda 

Bali dan masyarakat. 

 

 

 

4. Rapat koordinasi dengan Tim Kerja Efektif untuk mengevaluasi draf  SOP 

Sistem mediasi masalah dan Rehabilitasi profesi 
 

Pada tahapan ini dilaksanakan rapat koordinasi dengan tim kerja efektif guna 

mengevaluasi dan menampung saran masukan untuk penyempurnaan draf SOP 

sistem mediasi masalah dan SOP pembinaan dan pemulihan profesi dan bentuk 

administrasi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan SOP dimaksud yang 

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat 

Bidpropam Polda Bali. 

 

Gambar 8 

Rapat Evaluasi SOP Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi 
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Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan Tim Efektif 

adalah disetujuinya SOP mekanisme pelaksanaan Sistem mediasi masalah pada 

Sentra Pelayanan Propam Subbagyanduan dan mekanisme pelaksanaan  pembinaan 

pemulihan profesi pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali, sebagai acuan 

dalam pelaksanaan tugas dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk administrasi 

yang harus ada dan dilengkapi pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

 

a. Mekanisme pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah sebagai berikut: 
 

1. Adanya permintaan dari masyarakat atau pelapor/pengadu untuk meminta 

bantuan kepada petugas Sentra Pelayanan Propam (SPP) agar 

permasalahan yang terjadi antara pelapor dan oknum anggota Polri 

maupun ASN Polri dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dimediasi 

sehingga dari permintaan Pelapor tersebut petugas pelayanan sebagai 

mediator melakukan langkah-langkah dengan cara mempertemukan pihak-

pihak yang terlibat sehingga permasalahan tersebut menemukan jalan 

keluar dan kesalahpahaman kedua belah pihak bisa diselesaikan; 
 

2. Saran dari petugas pelayanan kepada pihak pelapor/pengadu agar 

permasalahan yang diadukan oleh pelapor/pengadu dapat dimediasi atau 

diselesaikan secara kekeluargaan, namun sebelum petugas memberikan 

saran mediasi kepada pelapor/pengadu petugas pelayanan harus terlebih 

dahulu mengkaji dan menganalisa uraian/isi dari aduan pelapor/pengadu 

jika menurut petugas tingkat kesalahan terlapor/teradu tidak berat dengan 

mempertimbangkan niat dan tujuan terlapor/teradu dan terlapor/teradu 

bukan anggota yang sering melakukan pelanggaran baik disiplin maupun 

etika profesi dan atas pertimbangan ankum layak untuk dilakukan 

perdamaian, jika pelapor/pengadu menyetujui saran dari petugas 

selanjutnya petugas pelayanan melakukan langkah-langkah mediasi 

dengan berkoordinasi dengan atasan dari terlapor/teradu. 

3. Syarat Materiil Sistem Mediasi Masalah: 

a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat; 

b. Tidak berdampak konflik sosial; 

c.  Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak 

keberatan; 

d.  Memenuhi kriteria kesepakatan 
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4. Syarat formil Sistem Mediasi Masalah: 

a. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak 

antara pelapor dan terlapor; 

b. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dari terlapor diatas 

materai. 
 

 

Gambar 9 

Mekanisme pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah pada Sentra Pelayanan Propam 
(SPP) Bidpropam Polda Bali 
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b. Mekanisme pelaksanaan Pembinaan Rehabilitasi Profesi sebagai berikut: 
 

1. Kasubbagrehabpers membuat rencana kegiatan Pembinaan dan 

Pemulihan Profesi Polri diajukan kepada Kabidpropam; 

2. Membuat Nota Dinas kepada Kasatker untuk menghadirkan Personil Polri 

atau PNS Polri yang akan berakhir masa menjalani hukuman dan 

pengawasan, untuk mengikuti pembinaan pemulihan profesi; 

3. Mengundang narasumber yang akan mengisi materi pada kegiatan 

pembinaan pemulihan profesi; 
 

4. Melaksanakan pembinaan dan pemulihan profesi Polri sesuai dengan 

rencana dan jadwal kegiatan; 
 

5. Membuat laporan hasil kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Polri. 

c. Sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi/Pemulihan Profesi 

kepada Kasipropam Polres jajaran Polda Bali serta sosialisasi lewat Baksos 

kepada Masyarakat dan pembuatan Banner yang ditempatkan di ruang 

pelayanan publik Polda Bali. 
 

Pada tahapan ini telah dilaksanakan sosialisasi kepada Kasipropam Polres 

jajaran Polda Bali terkait Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi pada 

hari Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 13.00 Wita dan pembuatan banner 

yang mencantumkan hotline/no telp Sentra Pelayanan Propam (SPP) sehingga 

masyarakat maupun personel Polri yang mengetahui adanya 

pelanggaran/penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri dapat dengan 

segera melaporkan ke Sentra Pelayanan Propam Polda Bali. 

Gambar 10 

Gambar Sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi 
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Gambar 11 

Banner Sosialisasi Pada Ruang Pelayanan Publik Jajaran Polda Bali 
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Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sistem Mediasi 

Masalah dan Rehabilitasi Profesi ini adalah Kasatker dan Kasatwil serta personel 

Polda Bali mengetahui terkait SIMAMA dan diharapkan dapat mengimplementasikan 

di wilayah masing-masing sehingga angka pengaduan masyarakat dapat 

ditekan/menurun.  

 

d. Pelaksanaan/implementasi Sistem Mediasi Masalah oleh Subbagyanduan 

Bidpropam Polda Bali sesuai SOP yang telah tetapkan dengan melibatkan 

Tim kerja efektif proyek perubahan 

 

Pada tahapan ini telah diimplementasikan sistem mediasi masalah oleh 

petugas Sentra Pelayanan Propam Polda Bali yang diawaki oleh Subbagyanduan 

Bidpropam Polda Bali pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 bertempat 

diruang rapat Bidpropam Polda Bali  dengan menghadirkan masyarakat yang 

mengadukan/komplain atas perilaku oknum anggota Polri Polda Bali, oknum 

anggota Polri selaku pihak teradu, Tim mediator dari pengemban fungsi 

penyelidikan Propam dari Subbidoaminal, fungsi penegakan etika profesi Polri 

dari Subbidwabprof, fungsi penegakan disiplin dari Subbidprovos dan 

Kasubbagyanduan beserta staf sebagai petugas yang mengawaki bidang 

pelayanan pengaduan masyarakat pada Bidpropam Polda Bali dan selaku ketua 

tim mediator. 

Gambar 12 

Implementasi Sistem Mediasi Masalah 
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Output yang dihasilkan pada kegiatan Sistem Mediasi Masalah ini adalah dapat 

dipertemukannya pelapor dengan terlapor (oknum anggota Polri) sehingga 

mendapatkan solusi serta kesepakatan antara kedua belah pihak atas permasalahan 

yang dihadapi.  

 

e. Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Pemulihan Profesi Polri  oleh 

Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali 

 

Pada tahapan ini telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pemulihan profesi 

kepada anggota Polri yang pernah melakukan pelanggaran untuk dipulihkan 

kembali hak-haknya dalam hal pembinaan karier sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan etos dan disiplin kerja sebagai abdi negara, pelayan, pelindung 

dan pengayom masyarakat guna mewujudkan Polri yang Presisi. Kegiatan 

dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19 November 2024 bertempat diruang 

sidang Bidpropam Polda Bali. 

Gambar 13 

Kegiatan Rehabilitasi  Binlihpers oleh Subbagrehabpers 
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Output dari kegiatan ini adalah pulihnya hak-hak anggota yang telah selesai 

menjalani hukuman dalam rangka pembinaan karier selanjutnya dan meningkatnya 

etos serta disiplin kerja anggota sebagai pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat untuk mewujudkan Polri yang Presisi.  

 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabidkum Polda Bali dalam rangka 

harmonisasi/sinkronisasi Standar Operasional Prosedur Sistem Mediasi 

Masalah dan Rehabilitasi Profesi Bidpropam Polda Bali. 
 

Pada tahapan ini telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi 

Profesi sebagai acuan dalam pelaksanaan teknis kegiatan. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 11.00 Wita 

bertempat di ruang rapat Bidkum Polda Bali 

 

Gambar 14 

Harmonisasi dan Sinkronisasi SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah penetapan secara legal 

Standar Operasional Prosedur (SOP)  sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

mediasi masalah dan Rehabilitasi profesi. 
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g. Pencapaian Sosialisasi kegiatan Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi 

Profesi melalui Media Online dan Cetak   
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B. Implementasi Strategi Marketing 

 

Strategi pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang 

berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan sampai dengan mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen 

aktual maupun potensial. 

Guna mewujudkan proyek perubahan ini, project leader mengimplementasikan 

strategi marketing dengan stakeholder terkait sehingga upaya mediasi masalah dan 

Rehabilitasi/pemulihan profesi menuju Polri yang Presisi di lingkungan Bidpropam 

Polda Bali dapat terwujud sesuai harapan melalui upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi kepada personel Bidpropam Polda Bali tentang 

Rancangan Proyek Perubahan yang disusun terkait dengan Sistem Mediasi 

Masalah dan Rehabilitasi Profesi dilingkungan Bidpropam Polda Bali; 

2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi melalui pembentukan Tim Kerja Efektif 

Rancangan Proyek Perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

penyusunan proyek perubahan ini dapat terwujud sesuai harapan dan 

bermanfaat bagi Institusi Polri khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya; 

3. Melakukan sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi dengan 

memanfaatkan media zoom, media elektronik maupun media sosial. 

4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unsur Pimpinan dan PJU Polda Bali 

guna memperoleh dukungan dalam mewujudkan proyek perubahan ini; 

5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini  Pimpinan Redaksi 

Media, POM TNI  dan Ombudsman RI yang merupakan Lembaga eksetrnal 

pengawas kinerja pelayanan Kepolisian. 

 

Rencana strategi marketing dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan yaitu analisis 

strategi marketing, identifikasi stakeholder yang dilanjutkan dengan pemetaan dan 

komunikasi untuk menarik stakeholder yang memiliki kepentingan rendah menjadi 

stakeholder dengan kepentingan atau pengaruh yang tinggi serta mengidentifikasi 

potensi resiko juga rencana mitigasi yang dalam prosesnya menggunakan strategi 

untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan.   
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C.   Strategi Marketing  

    Rencana strategi marketing dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu analisis strategi 

marketing,  identifikasi stakeholder yang dilanjutkan dengan pemetan stakeholder 

dan komunikasi untuk menarik stakeholder yang memiliki kepentingan rendah 

menjadi stakeholder dengan kepentingan atau pengaruh yang tinggi dan 

mengidentifikasi potensi resiko dan rencana mitigasi yang dalam prosesnya 

menggunakan strategi untuk mencapai hasil proyek perubahan sesuai dengan 

harapan dan tujuan.   

 

1.  Analisis Strategi Marketing 

Dalam meningkatkan kolaborasi lintas stakeholder sehingga mendapatkan 

dukungan dalam pelaksanaan perubahan, diperlukan strategi marketing sektor 

publik. Adapun tahapannya meliputi identifikasi dan pemetaan sumber daya, 

dasar hukum dan stakeholders, kemudian menentukan rencana strategi 

marketing dan teknik komunikasi kepada stakeholders. 

 

 

 Peta Sumber Daya  
 

a.  Sumber Daya Manusia (SDM):  
 

1) Stakeholder  

 Menjadi kekuatan dari terlaksananya proyek perubahan ini, masing-

masing mempunyai pengaruh dan kepentingan atas proyek 

perubahan, dalam hal ini stakeholder yang terkait dengan proyek 

perubahan ini diantaranya Kapolda Bali, Wakapolda Bali, Irwasda, 

Karo SDM, Kabidkum, Kasubbidprovos Bidpropam, Kasubbidwabprof 

Bidpropam, Kasubbagyanduan, Kasubbagrehabpers, 

Kasubbagrenmin Bidpropam Polda Bali. 

 

2) Team work 
 

 Merupakan tim kerja efektif yang terdiri dari: 
 

 a) Sekretaris yang membidangi administrasi guna mendukung 

pemenuhan administrasi dan dokumentasi laporan; 
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 b) Bidang penegakan hukum yang memberikan dukungan dalam 

hal penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran disiplin maupun etika profesi; 

c) Bidang pembinaan dan pemulihan profesi sebagai pengampu 

kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi personel; 

d) Bidang pelayanan pengaduan masyarakat yang menjadi obyek 

dari proyek perubahan dalam memberikan pelayanan 

pengaduan masyarakat; 

 e) Bidang Sumber Daya yang mendukung pemenuhan sumber 

daya manusia, sarana prasarana dan anggaran; 

f) Personel Subbagyanduan dan Subbagrehabpers Bidpropam 

Polda Bali yang mengawaki kegiatan sistem mediasi 

permasalahan dan pembinaan pemulihan profesi Polri. 

 

b. Anggaran:  
 

Dukungan anggaran untuk kegiatan sistem mediasi masalah pada 

Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali dan pembinaan rehabilitasi 

pemulihan profesi Polri pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali saat 

ini belum terdukung anggaran. 
 

c. Sarana dan prasarana:  
 

Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pada Subagyanduan dan 

Subbagrehabpers Bidpropopam Polda Bali belum terdukung secara 

maksimal. 

 

d. Metode: 
 

Metode yang digunakan adalah dengan melaksanakan diskusi, rapat, 

penunjukan tim dan melaporkan kepimpinan. 
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2.  Sumber Daya Legal (Dasar Hukum) 

 Secara umum terkait pembinaan pemulihan profesi Polri pada 

Subbagrehabpers mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Disiplin Anggota Polri. 

c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode Etik Profesi Polri. 

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. 

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin PNS Polri. 

g. Peraturan Kepala Divisi Propam Polri no 4 tahun 2021 tentang tata cara 

penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik 

Profesi Polri 

h. Peraturan Kepala Divisi Propam Polri Nomor 1 Tahun 2017  tentang Tata 

Cara Rehabilitasi Personel Polri.  

i. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/965/V/BIN./2022, tanggal 13 Mei 

2022 tentang Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Binlihprof) terhadap 

anggota dan PNS Polri yang bermasalah. 

 

3.   Identifikasi Stakeholder 

Dalam rancangan implementasi sebuah perubahan, identifikasi 

stakeholder menjadi sangat penting. Identifikasi stakeholder ini diperlukan 

untuk mengetahui pihak-pihak yang memberikan dampak terhadap proses 

perubahan atau terkena dampak dari adanya proses perubahan. Proyek 
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perubahan dengan gagasan  strategi sistem mediasi permasalahan dan 

pemulihan profesi menuju Polri yang Presisi melibatkan stakeholder baik dari 

internal Propam maupun external Propam. Stakeholder dalam proyek 

perubahan ini sebagai berikut : 

 

 

 

Stakeholder internal 

No Stakeholder Strategi Komunikasi Dukungan / 
Pengaruh 

Analisa 
Stakeholder 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Kabid Propam Komunikasi dan 
konsultasi 

++ Promoter 

2 Kasubbid 
wabprof 

Komunikasi dan 
koordinasi 

++ Defender 

3 Kasubbid Provos Komunikasi dan 
koordinasi 

++ Defender 

4 Kasubagrenmin Komunikasi dan 
koordinasi 

++ Latens 

5 Kasubagrehab Komunikasi dan 
koordinasi 

++ Latens 

6 Kasubagyanduan Komunikasi dan 
koordinasi 

++ Latens 

 
 
Stakeholder eksternal 

 
 
 
 
 

No Stakeholder Strategi Komunikasi Dukungan / 
Pengaruh 

Analisa 
Stakeholder 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Kapolda 
 

Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

++ Promoter 

1 Wakapolda Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

++ Promoter 

2 Irwasda Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

++ Defender 

3 Karo SDM Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

+/- Defender 

4 Kabidkum Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

+/- Defender 

5 Kabidhumas Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

+/- Defender 

6. Kapolres/Ta 
 

Konsultasi, koordinasi 
dan komunikasi 

+/- Defender 
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3.   Pemetaan Stakeholder 

Berdasarkan identifikasi stakeholder diatas selanjutnya dilakukan 

pemetaan, hal ini untuk memudahkan menganalisis dan tindakan lebih lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoter 

Promoter adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan 

pengaruh tinggi/besar terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk 

dalam kuadran ini adalah: 

a. Kapolda dengan fungsi memberikan dukungan dan masukan pada proyek 

perubahan. 

b. Wakapolda dengan fungsi sebagai koordinasi dan kosultasi, memberikan 

dukungan dan masukan pada proyek perubahan 

c. Kabidpropam dengan fungsi instruksi dan decision maker tertinggi pada 

Satker Bidpropam; 

 

 

Ketertarikan rendah 

1. Kapolda 
2. Wakapolda 
3. Kabidpropam 

 

Latens Promoters 

Ketertarikan tinggi 

P
e

n
g

a
ru

h
 tin

g
g

i 
P

e
n
g

a
ru

h
 re

n
d

a
h
 

Apathetic Defenders 

1. Kasubbagrenmin 
2. Kasubbagrehabpers 
3. Kasubagyanduan 
4. Tim Efektif 
 

1. PNPP yg Bermasalah 

2. Media 

1. Irwasda 
2. Karo SDM 
3. Kabidkum 
4. Kabidhumas 
5. Kapolres/Ta 
6. Para Kasubbid Propam 
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Defender 

Stakeholder pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi 

pengaruh rendah. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Irwasda dengan fungsi koordinasi dan konsultasi mengenai   sistem yang 

akan dirancang dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.  

b. Karo SDM  merupakan pengampu kebijakan dibidang sumber daya manusia 

Polri  yang sangat concern terhadap pembinaan karier dan perawatan 

personel Polri. 

c. Kabidkum merupakan pengampu kebijakan dibidang peraturan hukum dan 

perundang-undangan yang mengawal secara hukum dan legalitas proyek 

perubahan ini.  

d. Kabidhumas yang mengawal secara hukum dan legalitas proyek perubahan 

ini. 

e.  Kasubbidwabprof  dengan fungsi koordinasi dan merupakan tim kerja utama 

yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini. 

f.  Kasubbidprovos  dengan fungsi koordinasi dan merupakan tim kerja utama 

yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini. 

 

Latent 

Pada kuadran ini diidentifikasi stakeholder yang kurang memiliki 

kepentingan  terhadap  proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar 

terhadap proyek perubahan maupun stakeholder  sendiri. Stakeholder yang 

masuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Kasubbagrenmin dengan fungsi koordinasi dan merupakan tim kerja utama 

yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini 

b. Kasubbagrehabpers sebagai user utama  dari proyek perubahan. 

c.   Kasubbagyanduan sebagai user utama  dari proyek perubahan. 

d.  Tim efektif merupakan tim kerja utama yang berkepentingan langsung dengan 

proyek perubahan ini 

 

 



 

59 

Aphatetic 

Pada kuadran ini  adalah stakeholder yang kurang memiliki pengaruh dan 

kurang juga memiliki kepentingan. Stakeholder pada kuadran ini adalah: 

a. PNPP yang bermasalah merupakan pengampu yg bersentuan langsung 

dibidang peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengawal 

secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini.  

b. Media yang mengawal dan memonitor secara hukum dan legalitas proyek 

perubahan ini. 

 

D.  Bentuk Strategi Marketing 

      Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan 

memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor public, yaitu 4 P 1 C (Product, 

Price, Promotion, Place dan Costumer). 

Product. 

Product (produk) yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah tersusunnya 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi Masalah dan rehabilitasi 

pemulihan Profesi sebagai pedoman dalam pelaksanaan mediasi masalah dan 

pemulihan profesi.  

 

Price 

Price (harga) yang harus dibayarkan untuk dapat memperoleh produk dari 

proyek perubahan ini adalah dapat tertanganinya laporan masyarakat yang di 

tindak lanjuti dengan langsung dan cepat sehingga tidak menimbulkan beban 

harus datang lapor ke kantor polisi. 

 

Place 

Place (tempat) memasarkan produk dari proyek perubahan ini antara lain: 

Seluruh kantor satuan kerja milik Polda Bali 
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Promotion 

Beberapa elemen yang dapat dioptimalkan terkait promosi antara lain para 

Kabag SDM. Kapolsek dan Kasipropam diwilayah yang akan menjalankan fungsi 

branding  dari proyek perubahan ini ke pihak eksternal Bidpropam serta change 

agent  diinternal Bidpropam yang akan menjadi duta proyek perubahan ini, 

dimulai dari  Subbagrehabpers, Subagyanduan, Subbidprovos, Subbidwabprof, 

Subbidpaminal dan Subbagrenmin. 

 

Customer 

Sasaran utama sebagai customer untuk menggunakan output dari proyek 

perubahan ini adalah para Kasatker, kasatwil dan anggota Polri. 

 

1.  Strategi Komunikasi 

 

Strategi Komunikasi Stakeholder 

NO PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

EKSPEKTASI STRATEGI 
KOMUNIKASI 

1 2 3 4 

1 Kapolda Memberikan dukungan dan masukan 
pada proyek perubahan 

Memberikan laporan 
dan Bimbingan 

 

2 Wakapolda Konsultasi dan memberikan dukungan 

serta masukan pada proyek 

perubahan. 

Memberikan laporan 

dan mohon bimbingan 

3 Irwasda Konsultasi dan memberikan masukan 

mengenai sistem yang akan dirancang 

dalam pelaksanaan proyek perubahan 

ini. 

Memberikan laporan 

dan diskusi berkala 

4 Kabidpropam Menyetujui dan mengesahkan proyek. Memberikan laporan 

dan evaluasi 
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5 Karo SDM Memberikan dukungan dan masukan  

terkait kebutuhan personel untuk obyek 

proyek perubahan. 

Menyampaikan 

informasi secara 

memadai 

6 Kabidkum Memberikan dukungan secara hukum 

dan legalitas proyek perubahan ini 

Menyampaikan 

informasi secara 

memadai 

7 Kabidhumas Memberikan dukungan secara hukum 

dan legalitas proyek perubahan ini 

Menyampaikan 

informasi secara 

memadai 

8 Kasubbidwabprof Memberikan dukungan dan masukan 

terkait proyek perubahan dan 

bersama-sama melaksanakan proyek 

perubahan 

Diskusi berkala 

 9 Kasubbidprovos Memberikan dukungan dan masukan 

terkait proyek perubahan dan 

bersama-sama melaksanakan proyek 

perubahan 

Diskusi berkala 

10 Kasubbagrehabpers 

dan 

Kasubagyanduan 

Memberikan dukungan dan masukan 

terkait proyek perubahan dan 

bersama-sama melaksanakan proyek 

perubahan 

Diskusi berkala 

11 Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Bali 

Memberikan dukungan dan masukan 

terkait proyek perubahan 

Menyampaikan informasi 

secara memadai 

12 Media Organisasi 

Siber Indonesia 

Provinsi Bali 

Memberikan dukungan dan masukan 

terkait proyek perubahan 

Menyampaikan informasi 

di Media secara 

memadai 
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                                       Tim Kerja Proyek Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERAN URAIAN 

(1) (2) (3) 

 

1 

 

Mentor  

 

Memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada 

Project Leader dan memantau perkembangan capaian 

proyek perubahan 

2 Coach Memberikan bimbingan dalam merancang dan 

melaksanakan proyek perubahan 

MENTOR 
 

I KT AGUS KUSMAYADI, SIK. 

PROJECT LEADER 
 

NANANG PRI HASMOKO 

COACH 
 

GRACE K RAHAKBAU 

 

TIM 
Teknis 

 
………………

….. 

 

TIM 
Administrasi 

 
………………

….. 

 

TIM 
Medmas 

 
………………

….. 

 

TIM 
Rehabilitasi 

Profesi 

 
………………….

. 
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2.   Potensi Resiko dan Rencana Mitigasi  

Pada setiap milestone baik jangka pendek, jangka menengah maupun 

jangka panjang terdapat potensi resiko yang muncul. Oleh karena itu perlu 

dilakukan mitigasi resiko terhadap setiap tahapan dalam milestone untuk 

mengurangi dampak yang muncul. Mitigasi yang dilakukan dituangkan dalam 

tabel dibawah ini: 

  

No Milestone Resiko Dampak Mitigasi Resiko 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Membangun tim 

efektif 

Masing-masing 

fungsi 

mempunyai 

prioritas tugas 

atau kegiatan 

lain 

Tim tidak efektif Anggota tim dipilih 

secara khusus 

melalui Surat 

Perintah Tugas 

(Springas) 

3 Project Leader Merancang dan memimpin proyek perubahan, 

merencanakan milestone, melakukan implememntasi, 

koordinasi, pembagian tugas, membuat evaluasi dan laporan 

proyek perubahan 

4 Tim Teknis Menyusun rumusan sistem pembinaan pemulihan profesi, 

melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait, 

menyiapkan desain dan mengimplementasikan proyek 

perubahan 

5 Tim 

Administrasi 

Menyiapkan dan berkoordinasi terhadap seluruh administrasi 

yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek perubahan 

6 Tim Simama Menyusun SOP pelaksanaan Simama dan pelaksanaan 

implementasi Simama termasuk administrasi yang 

dibutuhkan  

7 Tim 

Rehabilitasi 

Profesi 

Menyusun SOP pelaksanaan Pembinaan Pemulihan Profesi 

dan pelaksanaan implementasi binlihprof termasuk 

administrasi yang dibutuhkan 
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2 Membangun 

koordinasi dan 

kolaborasi 

dengan 

Stakeholder 

Adanya 

kesibukan 

Stakeholder 

pada tugas 

khusus atau 

prioritas lain 

Lambatnya 

koordinasi dan 

kolaborasi 

Melakukan 

penyesuaian jadwal 

sesuai keluangan 

waktu Stakeholder 

3 Penyusunan 

sistem mediasi 

masalah dan 

pembinaan 

pemulihan 

profesi Polri 

Belum adanya 

SOP dan 

minimnya 

personel 

Metode pembinaan 

belum dapat 

dilakukan secara 

maksimal 

Menyusun SOP 

sesuai aturan yang 

berlaku terkait 

sistem mediasi 

masalah dan 

pemulihan profesi 

4 Menyusun 

rancangan 

Kerjasama 

dengan Satker 

terkait 

Adanya 

kesibukan 

Stakeholder 

pada prioritas 

lain 

Metode pembinaan 

belum dapat 

dilakukan secara 

maksimal 

Melakukan 

penyesuaian jadwal 

sesuai keluangan 

waktu Stakeholder 

5 Evaluasi dan 

penyempurnaan 

program jangka 

pendek 

Adanya tugas 

prioritas lain dari 

salah satu 

anggota tim 

Informasi hasil 

evaluasi tidak dapat 

tersampaikan 

secara langsung 

Melakukan 

notulensi pada 

setiap kegiatan 

evaluasi 

6 Pembangunan 

sistem mediasi 

masalah dan 

pembinaan 

pemulihan 

profesi Polri 

Adanya tugas 

prioritas lain dari 

salah satu 

anggota tim 

Pembangunan 

sistem/metode tidak 

tepat waktu 

Menyiapkan 

cadangan anggota 

tim lain 

7 Evaluasi dan 

penyempurnaan 

program jangka 

menengah 

Adanya tugas 

priorotas lain dari 

salah satu 

anggota tim 

Informasi hasil 

evaluasi tidak dapat 

tersampaikan 

secara langsung 

Melakukan 

notulensi pada 

setiap kegiatan 

evaluasi 
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8 Milestone Resiko Dampak Mitigasi Resiko 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 Sosialisasi sistem 

mediasi masalah 

dan kegiatan 

pembinaan 

pemulihan profesi 

Polri ditingkat 

Polda dan Polres 

jajaran 

Sosialisasi tidak 

tersampaikan 

dengan baik 

Satker/Satwil  

kurang 

memahami 

terkait sistem 

pembinaan dan 

pemulihan 

profesi Polri 

Membuat alternatif 

sosialisasi dengan 

cara dan bentuk lain 

9 Koordinasi dan 

evaluasi secara 

berkala 

Adanya tugas 

prioritas lain dari 

salah satu 

anggota tim 

Informasi hasil 

evaluasi tidak 

dapat 

tersampaikan 

secara 

langsung 

Melakukan notulensi 

pada setiap tahapan 

kegiatan dan 

evaluasi 

10 Pelaksanaan 

kegiatan secara 

berkelanjutan 

   

 

 

E. Mata Pelatihan Pilihan 

1. Hak Asasi Manusia 

Materi pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah memberi manfaat 

khususnya pada peningkatan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa 

penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia telah diimplementasikan dalam 

pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat serta dalam hal penegakan hukum. 

2. Manajemen Pemerintahan 
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 Manajemen Pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

mendukung program pemerintah khususnya institusi Polri guna 

mewujudkan personel Polri yang Presisi dalam meningkatkan 

profesionalisme pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 

 

3.     Manajemen Keuangan Negara 

 Dalam proyek perubahan ini manajemen keuangan menjadi cermin bagi 

pimpinan dalam merencanakan realisasi anggaran dan sarana prasarana 

pendukung dalam pelaksanaan tugas peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya program Siatem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi 

Profesi guna meminimalisir pelanggaran  dan pengaduan masyarakat 

terhadap perilaku dan kinerja anggota Polri, serta pemulihan profesi 

terhadap anggota Polri yang telah menjalani pengawasan juga hukuman 

baik disiplin, etika maupun pidana untuk dapat kembali melanjutkan 

pembinaan kariernya. 

 

F.   Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi 

Berdasarkan hasil penilaian peserta dan penilaian dari mentor terhadap 

proses pengembangan kompetensi action leader yang merepresentasikan 

aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan mencakup 3 (tiga) 

kompetensi, yaitu: 

1) Integritas 

Dalam penilaian kompetensi Integritas yang mencakup 6 (enam) sub 

komponen, antara lain : Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, 

Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusan Dilematis dengan hasil 

nilai rata-rata ≥8.00 

2) Kerjasama 

Dalam penilaian kompetensi Kerja Sama yang mencakup 5 (lima) sub 

komponen, antara lain : Kerjasama Internal, Eksternal, Komunikasi, 

Fleksibilitas, Komitmen dalam Tim dengan hasil nilai rata-rata ≥ 8.00. 
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3) Mengelola Perubahan 

Dalam penilaian kompetensi Mengelola Perubahan yang mencakup 5 

(lima) sub komponen, antara lain : Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, 

Pengembangan diri dan orang lain, Orientasi pada hasil, Inisiatif dengan 

hasil nilai rata-rata ≥ 8.00. 

G.   Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan 

Potensi Diri  

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan 

 Hasil assessment antara Project Leader dan mentor terlihat seperti rekapitulasi 

tabel di bawah ini 

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR 

Nama : 
NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., 
M.H.  

Nama Mentor : I KETUT AGUS 
KUSMAYADI, S.I.K., 
S.H. 

NRP : 75020662 NRP : 74080669 

Jabatan : KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM Jabatan : KABIDPROPAM 

Instansi : POLDA BALI Instansi : POLDA BALI 

Program : PKN II Angkatan XXXI TH 2024           

                  

Komponen Sub Komponen 
Nilai Peserta 

Nilai 
Mentor   

Nilai Rata-Rata Kualifikasi 

Integritas 

Tanggung jawab 8 9   8,70 Baik 

Komitmen 9 9   9,00 Istimewa 

Kedisiplinan 9 9   9,00 Istimewa 

Kejujuran 9 9   9,00 Istimewa 

Konsistensi 9 9   9,00 Istimewa 

Pengambilan 
Keputusan 

9 9 
  

9,00 Istimewa 

Rata-Rata 8,83 9,00   8,95 Baik 

Kerjasama 

Kerjasama Internal 9 9   9,00 Istimewa 

Kerjasama Eksternal 9 9   9,00 Istimewa 

Komunikasi 9 9   9,00 Istimewa 

Fleksibilitas 9 8   8,30 Baik 

Komitmen dalam Tim 9 9   9,00 Istimewa 

Rata-Rata 9,00 8,80   8,86 Baik 
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Mengelola 
Perubahan 

Pelayanan Publik 9 8   8,30 Baik 

Adaptabilitas 9 9   9,00 Istimewa 

Pengembangan diri dan 
orang lain 

8 8 
  

8,00 Baik 

Orientasi pada hasil 9 8   8,30 Baik 

Inisiatif 8 9   8,70 Baik 

Rata-Rata 8,60 8,40   8,46 Baik 

Rata-Rata Nilai Sikap Prilaku: 8,81 8,73   8,76 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Strategi Pengembangan Potensi 

Terdapat 3 (tiga) komponen yang dinilai yaitu integritas, Kerjasama dan 

mengelola perubahan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa dari 

16 Sub komponen seluruhnya memperoleh nilai rata-rata di atas 8,0 dengan predikat 

istimewa dan baik namun tetap untuk selalu mengembangkan diri guna meningkatkan 

profesionalitas sebagai abdi negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.  

 Berdasarkan hal tersebut, strategi pengembangan potensi yang akan Project 

Leader lakukan setelah melihat gap potensi diri antara lain dengan melakukan: 

1. Menerima coaching dari mentor untuk terlibat dalam tim kerja efektif yang 

bertujuan untuk melakukan percepatan dan perbaikan proses sesuai dengan 

kebijakan baru yang telah ditetapkan. 
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2. Belajar mandiri untuk memperbanyak referensi tentang best practice penerapan 

kebijakan atau aturan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja lain untuk 

membangun kesigapan dalam merespon perubahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penugasan memimpin dalam tim kerja yang secara spesifik akan menyiapkan 

langkah-langkah praktis menindaklanjuti suatu kebijakan atau arahan perubahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini strategi pengembangan untuk tim efektif, diantaranya: 

1.  

 

 

 

 

 

Melatih tim (coaching) agar 

memahami lebih luas proses 

pelaksanaannya sehingga tidak 

terpaku pada lingkup tugas 

spesifik yang ditanganinya 

melalui berbagai pelatihan baik 

klasikal maupun non klasikal. 
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2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

H. Kaitan Proyek Perubahan Dengan Materi Pelatihan 

1. Hak Asasi Manusia 

Materi pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah memberi manfaat 

khususnya pada peningkatan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa 

penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia telah diimplementasikan dalam 

pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat serta dalam hal penegakan hukum. 

 

2. Manajemen Pemerintahan 
 

 Manajemen Pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

mendukung program pemerintah khususnya institusi Polri guna 

mewujudkan personel Polri yang Presisi dalam meningkatkan 

profesionalisme pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 

Penugasan untuk terlibat 

langsung dalam tim kerja efektif 

yang bertujuan melakukan 

percepatan dan perbaikan 

sesuai dengan kebijakan baru 

yang telah ditetapkan. 

 Penugasan kepada tim kerja 

yang secara spesifik akan 

menyiapkan langkah-langkah 

praktis menindaklanjuti suatu 

kebijakan atau arahan 

perubahan. 
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3.      Manajemen Keuangan Negara 

 Dalam proyek perubahan ini manajemen keuangan menjadi cermin bagi 

pimpinan dalam merencanakan realisasi anggaran dan sarana prasarana 

pendukung dalam pelaksanaan tugas peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya program Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi 

Profesi guna meminimalisir pelanggaran  dan pengaduan masyarakat 

terhadap perilaku dan kinerja anggota Polri, serta pemulihan profesi 

terhadap anggota Polri yang telah menjalani pengawasan juga hukuman 

baik disiplin, etika maupun pidana untuk dapat kembali melanjutkan 

pembinaan kariernya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Dengan diimplementasikannya proyek perubahan ini, maka: 

 

a. Sistem Mediasi Masalah diharapkan dapat menurunkan jumlah  

pelanggaran dan pengaduan masyarakat terkait kinerja maupun perilaku 

anggota Polri Polda Bali. 
 

b. Maksimalnya kegiatan rehabilitasi pembinaan dan pemulihan profesi  

diharapkan  etos kerja dan disiplin anggota Polri semakin meningkat. 

 

2. Dengan terwujudnya Polri yang Presisi, niscaya kepercayaan masyarakat 

terhadap Polri semakin meningkat. 

 
B. Lesson Learnt 

 

Peran pemimpin sangat menentukan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

suatu organisasi, termasuk dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku 

bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan organisasi pembelajar di 

lingkungan Bidpropam Polda Bali terkait implementasi proyek perubahan ini sudah 

dilakukan dengan baik, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dilakukan 

beberapa langkah perbaikan pada penyediaan dan penyebaran informasi 

pembelajaran bagi seluruh personel, mengoptimalkan kompetensi personel dengan 

memberikan pelatihan khusus, meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran tim, 

menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan lingkungan eksternal dan 

internal, serta melakukan evaluasi terhadap langkah strategis yang diambil untuk 

mencapai target tujuannya.  

Organisasi pembelajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

kinerja organisasi. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

terbentuknya organisasi pembelajar, berbeda dengan budaya organisasi yang memiliki 

hubungan tidak signifikan dalam membentuk organisasi pembelajar. Kepemimpinan 

secara langsung tanpa melalui organisasi pembelajar memiliki hubungan yang negatif 

namun tidak signifikan dengan kinerja organisasi, sedangkan melalui organisasi 
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pembelajar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. 

Budaya organisasi tanpa melalui organisasi pembelajar memiliki hubungan negatif 

namun tidak signifikan dengan kinerja organisasi, namun bila melalui organisasi 

pembelajar, kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Strategi penting yang dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja dalam proyek perubahan ini adalah mengadakan sistem 

evaluasi dan monitoring yang terukur serta rewards dan punishment yang transparan. 

Pimpinan melakukan komunikasi terbuka dengan personel untuk dapat mencapai 

tujuan. Pimpinan unit kerja juga melakukan mentoring kepada anggota timnya secara 

berjenjang, dan memasukkan proses belajar dan mengajar sebagai salah satu 

indikator penilaian kinerja. Strategi tersebut dilakukan melalui prinsip-prinsip 

organisasi pembelajar untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hal 

yang dapat diambil dalam proses pembelajaran dalam implementasi proyek 

perubahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran tidak hanya dilakukan pada level individu dan tim, namun juga 

pada level organisasi. Pembelajaran bila diterapkan dikegiatan operasional 

harian akan mengubah cara pandang, pola pikir terhadap peluang perbaikan dan 

akhirnya dapat mendorong peningkatan efektivitas organisasi.  

2.  Pelatihan yang diberikan agar diterapkannya di pkerjaan sehari-hari serta 

dievaluasi efektifitas pelatihannya oleh atasan dan bagian sumber daya manusia. 

Untuk memotivasi anggota dan menciptakan iklim pembelajaran berkelanjutan 

perlu diberikan juga penghargaan bagi anggota yang mencapai target belajarnya 

dan menjadi pengajar anggota lainnya, dengan memasukkan pengembangan 

kompetensi individu dan tim didalam penilaian kinerja, termasuk kewajiban 

belajar melalui pelatihan, seminar, on the job training, rotasi dan mutasi, 

benchmarking, serta pemberian penugasan khusus.  

3.  Pemberdayaan personel dengan memberikan tugas khusus untuk 

menyelesaikan project- project perbaikan dibidang proses kerja dan layanan, 

akan membantu Bidpropam Polda Bali menyelesaikan permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan penegakan disiplin maupun 

etika profesi. 

4. Pemimpin yang memotivasi anggotanya untuk mau belajar secara berkelanjutan, 

melakukan monitoring terhadap target kerja yang diberikan kepada anggotanya, 
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dan mengevaluasi serta mengembangkan sistem penilaian kinerja dapat 

membantu Bidpropam Polda Bali untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui 

organisasi pembelajar. 

 5.  Evaluasi dan monitoring program kerja yang terukur serta menyediakan program 

reward dan punishment secara transparan terhadap hasil kerja yang dicapainya, 

perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan efektivitas pencapaian 

kinerja organisasi. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan 

melakukan langkah perbaikan agar tercapai target bisnisnya, termasuk evaluasi 

terhadap penempatan orang yang tepat. 

6.  Pertemuan rutin dan keterbukaan informasi menjadi sangat penting dilakukan 

sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan komunikasi aktif dua arah. 

Penyediaan sistem informasi dapat berupa WA group discussion ataupun dalam 

bentuk juklak kerja yang disimpan dalam tempat yang mudah diakses oleh 

seluruh anggota baru maupun anggota lama. Pengaturan serah terima jabatan 

yang disamakan disetiap unit kerja akan memudahkan proses pertukaran 

informasi antara petugas lama dan petugas baru sebagai pengganti.  

7.  Kegiatan kebersamaan untuk mendorong keterbukaan, kebersamaan dan 

kesamaan persepsi dan kerjasama tim yang baik dapat dilakukan secara 

periodik, agar para pemimpin dan anggota lebih saling mengenal dan mengetahui 

apa yang menjadi harapan dan mampu menyelaraskannya dengan tujuan 

organisasi yang diharapkan guna mewujudkan kepercayaan masyarakat 

terhadap Polri. 

Dari pembuatan proyek perubahan ini, yang dapat kami petik hikmahnya adalah 

dalam setiap tahapan untuk menunjang pencapaian target kegiatan adalah sinergi 

antar stakeholder, kepemimpinan yang Visioner, Keberanian mengambil resiko dan 

integritas tim. Sehingga apa yang diharapkan dalam proyek perubahan ini adalah 

tercapaianya tujuan dan adanya manfaat bagi organisasi Polri dan masyarakat. 
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Lampiran 2 : Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat Pembentukan 
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FORM SURAT PERNYATAAN SIMAMA 
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FORM PERMOHONAN MEDIASI 
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Lampiran 6 : Surat Koordinasi dan Sinkronisasi SOP ke Bidkum dan Jajaran 
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Lampiran 7 : Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat Evaluasi SOP 
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Lembar 9: Surat Permohonan Narasumber dr Psycologi & Nota Dinas 
Permohonan Pemeriksaan Konseling Psikologi 
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Lembar 9: SOP Sistem Mediasi Masalah Dan Rehabilitasi Profesi 
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Lembar 10:  Hotline Pelaporan Online Pelayanan Pengaduan Propam 

Melalui  Aplikasi WA 
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Lembar 11: Sosialisasi SIMAMA Melalui Media Cetak dan Online 
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